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bersangkuta;
besar yvang dala;
motor dan lif]_il

serta kendaraan bermotor van

disingka |

dan/ata

araan bermotor.

Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutny:
disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan ha]
milik kendaraan bermotor sebagai akibat }_'_u'r_j:sln__ji:j;.m clu:
pithak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjad
Karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atai

pemasukan ke dalam badan usaha.
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l2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedu:
dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB ]

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraar

bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjiar
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan.
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

13. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa
bunga, denda,  dan kenaikan yang dikenakan atas

keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang
terutang.

Pasal 2

r Nl ' 3 3 - 1 . '
Ruang ‘lingkup Peraturan Gubernur ini yakni pembebasan
pokok:

a.  BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif .

untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; dan

Sanksi Administratif PKB untuk Kendaraan Bermotor
dengan nomor polisi BN.

BAD 1|

PEMRBERASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA BESERTA SANKS)
ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BIERMOTOR DY
PROVINS] KEP l_H,mLM\N BANGKA BIELITUNG DAN ASAL LUAR

PROVINS]I KEPULAUAN BANGEKA BIELITUNG

Pasal 3

(1) Objek pembebasan pokok BBN-KB 11 dan seterusny
beserta Sanksi Administratif yakni pembebasan poke
BEN-KB Il dan seterusnya beserta Sanksi Administrat
terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor di Provinsi da
berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi,

(2) Subjek pembebasan pokok BBN-KB Il dan seteérusny
beserta Sanksi Administratif terhadap Kendaras
Jermotor di Provinsi dan dari luar Provinsi yakni Orax
Pribadi atau Badan sebagai pemilik kendaraan bermot
di Provinsi dan berasal dari luar Provins: yang tercantu
dalam kuitansi atau surat keterangan fiskal antar daere
yang menerima penyerahan kendaraan Dermotor
Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasike

ke Provinsi.

Pasal 4

Terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal cari luar Provin
yang dimutasikan ke Provinsi selama masa pembebasan BB
KB Il dan seterusnya beserta Sanksi Administratif han

dikenakan/ dlpungut pokok PKB.

Pasal 9

Batas waktu dan pelaksanaaan pembebasan pokok BBN-KB
dan setemsnya beserta Sanksl Administratii sebagaimai
dimaksud dalam Pasal 3 dﬂaksanakan serentak di selun
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